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❖ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42

Tahun 2009

❖ PMK-40/PMK.03/2010
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Dasar Hukum
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Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud

dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean.
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Objek PPN
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a. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tersebut dimiliki

oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal

atau berkedudukan di luar Daerah Pabean;

b. kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean

tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

c. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari

luar Daerah Pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapa

pun di dalam Daerah Pabean.
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Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar

Daerah Pabean
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a. Diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat

tinggal atau berkedudukan di luar Daerah;

b. Dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar Daerah Pabean

sepanjang kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak tersebut tidak

menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat

tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi

Subjek Pajak dalam negeri;

c. Kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar

Daerah Pabean tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean;

dan;

d. Dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean.
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Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
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Tarif dan DPP
3

DPP adalah jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan

kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud

dan/atau Jasa Kena Pajak

11% x DPP
(jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai)

11/110 % x DPP
(jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan sudah

termasuk Pajak Pertambahan Nilai)



7

www.pajak.go.id

Saat Terutang
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a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut

secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;

b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa

Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang 

memanfaatkannya;

c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggantian

Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau

d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa

Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak

yang memanfaatkannya.
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setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dikenai sanksi administrasi
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Penyetoran

Kode Map 411211, Kode setor 101 (BKP tidak Berwujud)

102 (JKP LN)

paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
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Penulisan SSP

pada kolom “Nama WP” dan “Alamat WP” diisi nama dan alamat orang 

pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar

Daerah Pabean

pada kolom “NPWP” diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode Kantor 

Pelayanan Pajak diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak

yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa

Kena Pajak.

pada kotak “Wajib Pajak/Penyetor” diisi nama dan Nomor Pokok Wajib

Pajak pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud

dan/atau Jasa Kena Pajak.
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